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Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 

Diajukan Turun 25,16 Persen 

 

Sumber gambar:  

https://baritokualakab.go.id/2020/07/12/kua-ppas-2021-diajukan-turun-2516-persen/ 

Bupati Hj. Noormiliyani AS menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas 

dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada DPRD Barito Kuala (Batola), Jumat 

(10/07/2020).  

Nilai Pendapatan Daerah yang diajukan dalam KUA-PPAS TA 2021 

Rp1.011.227.658.115 yaitu turun Rp339.958.811.322 (25,16 persen) dari target 

pendapatan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp1.351.186.469.437.  

Noormiliyani mengutarakan, penurunan target pendapatan daerah pada rancangan 

KUA PPAS TA 2021 di antaranya karena belum diperhitungkannya pendapatan daerah 

yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan dana hibah IPDMIP.  

Selain itu, target pendapatan asli daerah dan dana transfer umum pemerintah dan 

transfer dari provinsi diprediksi turun sebagai dampak dari pandemi Covid-19.  

Noormiliyani merinci, jika dibandingkan dengan pendapaatan daerah pada APBD 

TA 2020, maka penurunan pendapatan daerah pada rancangan KUA-PPAS TA 2021 

diprediksi PAD turun 17,74 persen, DBH turun 2,58 persen, DAU 4,98 persen, dan dana 

bagi hasil pajak provinsi turun 2,79 persen.  

Sedangkan belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS TA 2021 dialokasikan 

Rp1.026.227.658.115 turun Rp339.108.811.322 atau 24,83 persen jika dibandingkan 

dengan alokasi belanja daerah pada APBD TA 2020 Rp1.365.336.469.437. Belanja 
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daerah ini belum mengakomodir alokasi belanja yang bersumber dari DAK, DID dan 

hibah IPDMIP1.  

Dari belanja tersebut, urai Noormiliyani, Rp44,14 persen dari total belanja daerah 

atau Rp452.955.678.935 dialokasikan untuk belanja pegawai untuk belanja transfer ke 

pemerintah desa dialokasikan sebesar 21,88 persen atau Rp224.530.771.000 dan untuk 

belanja tidak terduga dicadangkan Rp5.000.000.000. Sedangkan selebihnya dialokasikan 

untuk belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal.  

Dengan memperhatikan besaran target pendapatan daerah dan alokasi belanja 

daerah TA 2021 maka sebut bupati, pada rancangan KUA-PPAS TA 2021 terdapat 

defisit Rp15 miliar yang selanjutnya akan ditutup dengan kebijakan pembiayaan daerah.  

Penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan KUA-PPAS TA 2021 ini, papar 

bupati, ditetapkan Rp33 miliar dengan rencana pengeluaran pembiayaan Rp18 miliar 

sehingga diperoleh pembiayaan netto Rp15 miliar. Dengan demikian maka Silpa2 tahun 

berkenaan nihil.  

Sumber berita: 

1. https://baritokualakab.go.id/2020/07/12/kua-ppas-2021-diajukan-turun-2516-persen/, 12 

Juli 2021. 

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/184478/bupati-kua-ppas-2021-turun-2516-persen, 12 

Juli 2021. 

Catatan: 

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8 

menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap 

tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran 

belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan Belanja daerah dirinci 

menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. (Pasal 16) 

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada 

rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan 

bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber 

pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD. (Pasal 17) 

https://baritokualakab.go.id/2020/07/12/kua-ppas-2021-diajukan-turun-2516-persen/
https://kalsel.antaranews.com/berita/184478/bupati-kua-ppas-2021-turun-2516-persen
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Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran 

berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan 

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. 

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan 

umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk 

dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 18) 

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku 

pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah tahun berikutnya, dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan 

dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran 

yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD 

untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja 

dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Adapun 

ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 19) 

2. Sumber APBD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: 

1) Pajak Daerah;  

2) Retribusi daerah;  

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari 

BUMD dan hasil penjualan aset Daerah; dan 

4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, antara lain penerimaan Daerah di luar 

pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. 

b. Pendapatan Transfer, yang meliputi: 

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

a) Dana perimbangan, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 

b) Dana otonomi khusus; 

c) Dana keistimewaan, dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan 

ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan; dan 

d) Dana Desa, dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
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kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang 

mengenai Desa. 

b. Transfer antar Daerah terdiri atas: 

a) Pendapatan bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu 

Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase 

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b) Bantuan keuangan yaitu dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah 

lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu 

lainnya.. 

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, yaitu seluruh pendapatan Daerah selain 

pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, 

dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pengertian KUA-PPAS dan Penyusunannya 

Sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengeloaan Keuangan Daerah, APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:  

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi;  

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;  

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan;  

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan 

pengeluaran daerah. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah. 
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Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020 membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS 

sebagai berikut:  

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.  

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:  

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan 

pemerintah daerah;  

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;  

3) teknis penyusunan APBD; dan  

4) hal-hal khusus lainnya. 

c. Rancangan KUA memuat:  

1) kondisi ekonomi makro daerah;  

2) asumsi penyusunan APBD;  

3) kebijakan Pendapatan Daerah;  

4) kebijakan Belanja Daerah;  

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target 

kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan 

daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. 

d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:  

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum 

dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;  

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing 

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum 

dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang 

tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah 

kabupaten/kota; dan  

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. 

e. Sub kegiatan dapat dianggarkan:  
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1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau  

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.  

f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.  

g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan 

satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu 

penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;  

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan  

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, 

penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, 

pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan 

(cleaning service).  

h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara 

Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan 

KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak 

tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan 

Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis 

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

i. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah dan pemutakhirannya.  

j. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

k. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi 

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 
12

 

                                                             
1
 IPDMIP merupakan program Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang melibatkan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kegiatan IPDMIP ini 

akan dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2022, dengan melibatkan Balai / Balai Besar Wilayah Sungai dan 

Pemerintah Daerah melalui badan dan dinas-dinas yang terkait. 
2 SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan 

netto.  


